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TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PELAKSANA DAN LEMBAGA PE},IYIARAN PUBLIK
DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAIIUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

1Mengingat

SALINAN

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2l
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

b. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan debat
Publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Pangkajene dan Kepulauan, maka dipandang perlu
penunjukan lembaga pelaksana dan lembaga Penyiaran
dalam penyelenggaraan Debat Publik pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang
Penunjukan trmbaga Pelaksana dan kmbaga
Penyiaran dalam Penyelenggaraan Debat Publik
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2015
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Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOB tentang
Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukaa Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Oll tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1O1, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebasaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran
Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa
diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemithan Kabupaten/Kota, serta
Pembentukan dan Tata Keq'a Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2015 Nomor 670);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 720).

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan KePulauan Nomor:

o 1 / Kpts/ Pilbub/ KPU-KAB .O2s.43332s I rv / 20 | 5

Memerhatikan

jdih.kpu.go.id/sulsel/pangkep



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

2. Surat CV. Lintas Multi Media
Nomor : O24/LMM/OBl2Ol5, Tanggal 9 Agustus 2015,
Perihal : Penawaran Debat Kandidat.

3. Surat Celebes TV Nomor OlO/CTY /ELlVll/2015,
Tanggal 31 Juli 2015, Perihal : Kerjasama.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor
56lBAlYIIIl2015, Tanggal 31 Agustus 2015.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANGPENUNJUKAN
LEMBAGA PELAKSANA DAN LEMBAGA PEI{YIARAN
DALAM PEI{YELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

Lembaga Pelaksana yang ditunjuk sebagai penyelenggara

Acara Debat Publik adalah Production House CV. Lintas
Multi Media, yang beralamat di Jl. Baitul Rahman Blok
B/58 (Komp. H. Kalla) dan tembaga Penyiaran Publik PT.

Sunu Network Broadcast Televisi ( Celebes TV ) yang

beralamat di Menara Bosowa Lantai 15, Jl. Jenderal
Sudirman Nomor 5 Makassar;
Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akibat
ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada

anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
2015.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 31 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKA.IENE DAN KEPULAUAN'

ttd,

ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANGKA.IENE DAN KEPULAUAN

Sub Bagian Hukum
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MARZUKI KADIR

sesuai dengan aslinya
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